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PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
TANAH KAS DESA

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang : a. bahwa da lam upaya men ingkatkan
kemampuan Pemer in tah  Desa da lam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan khususnya pelayanan

-kepada 
mzLsydrakat diperlukan sumber dana

yang pasti dan memadai;

bahwaTanah Kas Desa merupakan salah satu
sumber pendapatan Desa yang potensial dan
dapat dikembangkan;

bahwa berhubung dengan i tu ,  Per lu
memberikan petunjuk mengenai pengadaan,
pengelolaan dan pengembangan Tanah Kas
Desa yang ditetapkan dengan Instruksi Menteri
Dalam Negeri.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di daerah
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Undang-undang Nomor 5 Tahun I 979 tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun
I 979 Nomor56, Tambahan Lembaran Negara
Nomor  3153) :

Mengingat

b .

2.
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5

,). Peraturan Menteri Dalam l.ie-eeri Nomor 2
Tahun l98l tentang Pembentukan Lernbaga
Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun l98l  tentang Keputusan Desa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I
Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan
Kekay aan De s  a .  Pe n  gu  ru  s  an  da t r
f l ^ , .  - ^ . ,  , ^  , -  ̂ , .  . . .  .  ̂  .
r  U l l B . r w d s d l l l l J d .

Peraturan Menteri Dala:n Negeri Nomor 7
T a h u n  1 9 8 4  t e n t a n g  P e m b i n a a n
P e n y e l e n g g a r a a n  P e m e r i n t a h a n  D e s a /
Pemerintahan Kelurahan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran
Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan
Produk-produk  Hukum d i  L ingkungan
Departemen Dalam Negeri :

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 1985 tentang Larangan Perubahan
FungsiTanah Bengkok, Taman Kota, Kebun
Binata4g dan Lapangan Olahr&ga;

Instruksi Menteri Dalam Neseri No.140-2-33
Tahun 1988 ten tang Pemantapan
Penye lengaraan Pemer in tahan Desa
Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979;

Instruksi Menteri Dalam Neeeri Nomor 26
Tahun 1992 tentang Perubahin status Tanah
Bengkok dan yang sejenis menjadi Tanah
Kas Desa.

MENGINSTRUKSIKAN

| . Gubemur Kepala Daerah Tingkat I di Seluruh
Indonesia:

6 .

9.

10

l l .

Kepada
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2 .  B u p a t i / W a l i k o t a m a d y a  K e p a l a  D a e r a h

Tingkat II di Seluruh Indonesia.

Untuk '

PERTAMA :  Me laksanakan pengadaan '  penge lo laan dan

pengernbangan Tanah Kas Desa yang talacaranJ-a

sebagaimana tercantum pada Lampiran lnstruksi

i n r .

KEDUA : Ivleningkatkan pernbinaan terhadap pengadaan'

pengelolaan dan pengembangan Tanah Kas Desa

sehingga lebih berdayaquna dan berhasilguna'

KETIGA : Menyediakan biaya pengadaan' pengelolaan dan

pengembangan Tanah KasDesadari APBD Tingkat

i, epgD Tingkat II dan Anggaran Penerimaan dan

Pengeluaran Keuangan Desa serta dana-dana lain

yang sah.

K E E M P A T : M e l a k s a n a k a n l n s t r u k s i i n i d e n g a n p e n u h t a n g g u n g
jarvab dan rnelaporkan pelaksanaannya kepada

Menter i  Dalam Negeri .

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku sejaktanggalditetapkan.

t

DitetaPkan di Jakarta {

paAa tanggal l9 Agustus 1996

MENTERI DALAM NEGERI

trd

MOH. YOGIE S.M.

Tembusan :

l. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri'

2. Sdr.lnspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri'

3.ParaDirekturJendera|dalamlingkunganDepartemenDalamNegeri-

4. Para Kepala Badan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri'

373



LAMPIRAN INSTRUKSI MEN'I'ERI DALA]\4 NBGERI
NOMOR :  22 TAHUN 1996
TANGCAL :  19AGUSTUS 1996

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN
DAN PENGEN{BANGAN TANAH KAS DESA

' I

I .  U M U M .

Pemerintah Desa dalam kedudukannya sebagai or-sanisasi
pemerintahan terendah langsung dibawah Camat merupakan ujung
tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan khususnya pelayanan kepada masyarakat.

Ti ngkat keuangan Pemerintah Desa dewasa in i pada umumry a
masih sangat terbatas, sehingga untuk menyelenggarakan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa
per lu  dukungan dana yang memada i  me la lu i  pen ingkatan
pengadaan, pengelolaan dan pengernbangan Tanah Kas Desa.

Agar pengadaan, pengelolaan dan pengembangan Tanah Kas
Desa terlaksana secara berdayaguna dan berhasilguna perlir
memberikan petunjuk pelaksanaannya.

II. PEI'.IGERTIAN UMUM.

1. Tanah Kas Desa adalah suatu lahan yan,e dimiliki oleh
Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha Desa
sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan Desa yang
bersangkutan.

2. Pengadaan Tanah Kas Desa adalah proses penyediaan lahan
mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai penyelesaian
status hukumnya. '

3. Pengelolaan Tanah Kas Desa adalah kegiatan pengurusan.
pendayagun,aan' dan pernanfaatan serta pemel i haraan Tan ah
Kas Desa.
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I I I .

-1.  Pengembangan'I ' i lnalr  Kas Desa adalah pet- l t r l is i tn lahan can

peningkatan pengusahaan lahan Tanah Kas i)c-sa'

MAKSUD DAN TU.IUAN.

Pengadaan, pengelolaan dan pengenrbangatl Tanah Kas Desa

dimaksudkan untuk tercapainya peninekatatt  pendapatan Desa

g u n a  t e r w u j u d n l ' a  p e n y e l e n g g a r a a l l  p e m e r i l t t a h a n  s e c n r a

ber dayagutta dan berhasi lgttna.

Sedangkan tujuannl'a adalah agar pengadaan Tanah Kas Desit

berjalan iancar dan pengelolaannya lebih meningkat'

PENGADAAN. PENGELOLAAN DAN PENGEN{BANGAN

TANAH KAS DESA

A. PENGADAAN.

l. Pengadaan Tanah Kas Desa clapat dilakukan dengan :

a. Memanfaatkan Tanah Negara' Tanah Ulayat' dan

lain- lain sejenisnYal

* b. Pembelianl

c. Hibah atau penyerahan oleh seseoranglmasyarakat

atau perusahaan-perusahaan kepacia Pemerintah

Desa:

* d. Cara-caralain yang sah. ;

2. Bentuk dan jenis Tanah Kas dapat berupa :

a. Sawah:

b. Tegalan/Ladang;

c. Kebunl

d. Tambak;

e. Bentuk dan jenis Tanah Kas Desa Lainnl'a'

3. Status Pemilikan :

a. Tanah Kas Desa adalah merupakan kekayaan Desa

yang harus disertifikatkan atas nama Pemerintah

Desa vang bersangkutan:
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Serr i f i ka t  as l i  Tanah Kas Desa d is impan o lehPemerintah Daerah Tingkat I I  dalam i ,oi in i  paOuB a g r a n  P e m e r i n t a h a n  D e s a / p e m . r i n t u t , u n
Kelurahan dan copy serrifikarn).a diberikan kepadad a n  d i s i m p a n  o l e h  p e m e . i n t a h  D e s a  v a n gbe lsan sk  u tan :

c. Tanah Kas Desa.tidak daphr dipindah ran_qankar.)
kepn63 pihak ker iga/ lain kecrral i  c l iper lukan rrnfrrkkepenti ngan proyek pembangunan yang ditetapkan
dengan Keputusan Desa dan-disahkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setelah
mendapat rjin tertulis dari Gubemur Kepala Daerah
Tingkat I:

d. Tanah Kas Desa dari Desa_Desa yang berdasarkan
kebijaksanaan_digabung _"njuj saru Desa baru.maka Tanah Kas Desa dari O.ru yunf ;il;;;
rersebut menjadi milik pemerintah Desa yan-q baru.

-- lung 
penyerahannya ditetapkan dengan Berita

Acara penyerahan,

e .  Desa-desa yang s ta tusnya berubah men jad i
Kelurahan, status hukum Tanah Kas Desanya
berubah menjadi miiik pemerintalf Kelurahan danpengurusannya di laksanakan oleh pemerintah
Daerah ringkat II yang trasitnyaoiterola melaluiAn ggaran pendapatan dan Belanj aDu"rai, Tin gkatI I  y lng  d iperun tukan Uag i  

- t  

"pent inganpenyerenggaraan pemerintahan-dan peraksanaan
pembangunan di tingkat Kelurahan dengan tetapmemperhatikan keseimbangan antarDesa dan atauKelurahan lainnKo,am a d y a ""ifJi?f;ff ii ;Jifi :.Y#ff H i

Pengadaan Tanah Kas Desa dibiayai dari :
a. . A|BD Tingkat I;
b .  APBD Tingkat  I I :
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B.

c. Bantuan kepada Daerah Tingkat I  dan Daerah

Tingkat I i :

d.  Anggaran Penerimaan drtn Pengeltrar i rn Desa yang

- bersan-ekutan

e. Sumbangan Pihak lain Yang sah'

5 .  L o k a s r .

Tanah Kar  Desa par - ln  c la ta r r rva  her lokas i  d i  Wi lavah

Administrasi  pemerintahan Desa yang bersal lgkLrtan

dan apabi la ci i  wi layah administrasi  pemerintahan Desa

yang bersan gkutan tidak memun gkinkan. dapat berlokasi

di wilayah administrasipemerintahan Desa lainnva dalam

satu Kecamatan atau Kecamatan lainnya dalam satu

Kabupaten /Kotamadya Daerah T ingkat  I I  yang

bersangkutan.

PENGELOLAAN.

i. Pengelolaan Tanah Kas Desa supaya lebih produktif'

berdal 'aguna dan berhasi lguna' dapat di laksanakan

dengan cara :

a. Diusahakan sendiri oleh Pemerintah Desa yang

bersangkutan (swakelola): e

b. Bagi hasil dengan Pihak ketigal

c. Dikontrakkan/disewakan

d. Gotong royong dengan melibatkan Lembaga-

lembaga Pemerintah Desa;

e. Cara -cara lain yang sesuai dengan kondisi Desa

Yang bersangkutan.

2. Apabila Tanah Kas Desa dari beberapa Desa letaknya

berada dalam satu hamparan maka dalam ran-eka

effisiensi dan efektifitas pengelolaan Tanah Kas Desa

tersebut dapat diusahakan secara bersama melalui

kerjasama antar Pemerintah Desa yang bersangkutan

sesuai ketentuan peraturan perundan-ean yang berlaku'
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C.  PHNGtsMBANGAN TANAH KAS DESA

Untuk nrendapatkan hasi l  yang opt irxal  di lakrtkalr  upa)/a
- pengembangan Tanah Ktrs Desit  melalui  :

l .  Penambahan luas lahan yane ada.

2. N{engernblt tgkan usaha baru: r

- 1 .  U p a y a  l a i n  s e s u a i  d e n s a t t  k o n d i s i  D e s a  v a n g
f ig1s i1n gk 1r t i l  n

V. PEMBIN.\AN DAN PENGAWASAN.

Pemerintah Daerah Tingkat I. Pemerintah Daeralr Tingkat II dan

Pemerintalr Kecanratan berkewajiban ruelakukan peurblnaati.

bimbingan dan pengarahan serta pengawasan terhadap pengadaatl.
pengelolaan dan pen-eembangan Tanah Kas Desa.

Guna kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut
dapat dibentuk Tim Pembina Tanah Kas Desa pada masing-

masing tingkatan pemerintahan.

VI. PENUTUP.

Melaksanakan lnstruksi ini dan melaporkan pelaksanaannya kepada

Menteri Dalam Neeeri.

a

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

MOH. YOGIE S.M.
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